
 
 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA 

PELATIHAN APLIKASI TATAPRAJA 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

1. Latar Belakang 

 Perkembangan Teknologi dan Komunikasi (TIK) pada jaman ini 

mengiringi proses perubahan tatanan dunia yang semula bersifat terbatas kini 

dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi 

yang didapat oleh masyarakat menjadi tanpa batas. Teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan 

organisasi termasuk di lingkungan pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. 

Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan 

peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan. Keberadaan teknologi 

informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengelolaan 

informasi. 

 Penggunaan aplikasi kearsipan sudah dilakukan dengan aplikasi Sistem 

Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sejak tahun 2012, sedangkan untuk 

persuratan/tata naskah dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah 

menggunakan TNDE sejak tahun 2019 dan sudah memanfaatkan Tanda Tangan 

Elektronik (TTE) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) BSSN. Lahirnya Aplikasi 

Tatapraja merupakan gabungan dari aplikasi TNDE dan SIKD yang memiliki tujuan 

untuk memudahkan kinerja kita semua dalam hal administrasi khususnya terkait 

dengan persuratan. Hal tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah untuk melakukan reformasi birokrasi di era digitalisasi saat ini. Aplikasi 

Tatapraja memudahkan kita untuk mendigitalkan seluruh naskah dinas. Dengan 

aplikasi tersebut akses aplikasi menjadi lebih mudah dan cepat, dapat menampung 

data lebih banyak, dan security aplikasi yang kuat sehingga data menjadi lebih 

aman.  

 

 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE); 

d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 



 

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah; 

f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang  Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah; dan 

g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 25 Tahun 2021 Penyelenggaraan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

3. Maksud dan Tujuan 

 Kegiatan Pelatihan Aplikasi Tatapraja adalah untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas sumber daya manusia khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna menunjang kinerja 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar lebih efektif dan efisiensi di bidang 

persuratan. 

 Adapun tujuan dari pelaksanaan Pelatihan Aplikasi Tatapraja diantaranya :  

a. Dapat mempermudah distribusi persuratan; 

b. Memudahkan dalam proses monitoring progress tindak lanjut naskah dinas 

dan perjalanan naskah dinas/surat. 

c. Sebagai upaya meningkatkan layanan helpdesk dalam manajemen sertifikat 

elektronik bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan 

d. Dapat memberikan kemudahan bagi ASN dalam mendapatkan informasi dan 

mempercepat proses pelayanan administrasi juga sebagai media 

pengelolaan data sertifikat elektronik di Provinsi Jawa Tengah. 

 

4. Sasaran Kegiatan 

a. Indikator Output 

Laporan penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Aplikasi Tatapraja Tahun 

2023. 

b. Indikator Hasil 

Pengetahuan, wawasan dan ketrampilan tentang pengelolaan administrasi 

persuratan melalui sistem aplikasi Tatapraja untuk pelaksanaan 

pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan Provinsi Jawa Tengah 

sehingga dapat menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar 

lebih efektif dan efisien. 

 

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Hari, Tanggal: Rabu s.d. Kamis, 25 – 26 Januari 2023 

Tempat: Gedung Dwangsa, Lor In Solo Hotel 

Jalan Adi Sucipto No. 47, Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo 

 



 

6. Peserta 

 Peserta Kegiatan Pelatihan Aplikasi Tatapraja terdiri dari Admin Tatapraja 

OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. OPD, dengan rincian 42 OPD @ 6 orang = 252 orang; 

b. Rumah Sakit, dengan rincian 7 Rumah Sakit @ 2 orang = 14 orang; 

c. UPT, dengan rincian 153 UPT @ 2 orang = 306 orang; 

d. Cabang Dinas, dengan rincian 39 Cabang Dinas @ 2 orang = 78 orang; 

e. Pembicara (Biro Organisasi), dengan rincian 3 orang x 2 hari; 

f. Pendamping (Tim GRMS), dengan rincian 6 orang x 2 hari; dan 

g. Bidang e-Government, dengan rincian 6 orang x 2 hari. 

Total peserta dan panitia sebanyak 680 orang. 

 

7. Anggaran Biaya 

 Seluruh anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Pelatihan Aplikasi 

Tatapraja berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada 

Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub 

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota 

Cerdas dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.199.920.000. 

 

8. Penutup 

 Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Aplikasi Tatapraja Tahun Anggaran 2023 pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 

 

  Semarang,      Januari 2023 

  KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

 

 

  ISWAHYUDI, S.Kom, M.Kom 

  Penata Tingkat I 

  NIP. 19860921 200903 1 002 

 


	LAPORAN KEGIATAN TATAPRAJA.pdf (p.1-79)
	V3.pdf (p.1-20)
	Pelatihan Tatapraja.pdf (p.21-49)
	Pelatihan Tatapraja (1).pdf (p.50-79)

	UD - PESERTA TATAPRAJA.pdf (p.80-88)
	UD- KONI.pdf (p.89-90)
	Narasumber Biro Organisasi.pdf (p.91-98)
	Fasilitasi Internet.pdf (p.99)
	ND- Pendampingan TTE.pdf (p.100-107)



